PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
PER/10/M.PAN/2007 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA RUANG DAN ANGKA KREDITNYA

" (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi R.| Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 11 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa instansi pembina jabatan fungsional yang
ada di Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara-
tur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang
Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka
Kreditnya perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan
Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1892 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 2010 {Lembaran Negara Republik indo-
nesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah. Nomor 101 Tahun 2000

5.

6.

7.

8.

S

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pega-
wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Hepubhk Indo-
nesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

.Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 2003 ten-

tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil {Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No-
mor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomaor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

-nesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri  Sipil
yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat
Fungsional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Norhor 58);

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 ten-
tang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
{Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 339);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Nega-
ra Tahun 2015 Nomor 8});

11." Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 ten-

tang Kementerian Agraria dan Tata Ruang {lem-
baran Negara Tahun 2015 Nomor 18);

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ten-
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tang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Neg- |

ara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARA-
TUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TEN-
TANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR

. PER/10/M.PAN/2007 TENTANG JABATAN FUNG-

SIONAL PENATA RUANG DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal |
Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/TO/M.
PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang
dan Angka Kreditnya, diubah sehingga berbunyi seb-
agai berikut:
Pasal 5
Instansi Pembina Jabatan Fungsiona! Penata
Ruang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. '

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
v ttd.
YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
" ttd. :
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 566

{BN)

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
31/KEP/M.PAN/5/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
AGEN DAN ANGKA KREDITNYA

{(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi R.I Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 24 Mei 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002

tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka
Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkemban-
gan organisasi dan peraturan perundang-undan-
gan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menga-
tur kembali Jabatan Fungsional Agen dan Angka
Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagu-
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